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PRAKATA 
 

Alhamdulillah bersukur atas limpahan rahmat Allah dan berkah dari 

pertolongannya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Solawat dan salam kita 

senantiasa bacakan Allahumma Solli Ala Saidina Muhammad waala Ali 

Saidina Muhammad semoga kita akan mendapat safaat Beliau kelak di yaumil 

hisab nanti. 

Mempelajari Ilmu Hukum yang berkaitan dengan moral sebagai upaya 

menumbuhkan sikap anti korupsi sangatlah penting dan bermafaat, karena 

Hukum secara subtantif mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan 

terhadap kepentingan manusia. Oleh karena itu hukum harus diajarkan 

sekaligus diimplementasikan secara baik agar kepentingan manusia tersebut 

dapat terlindungi. Melalui penegakan hukum yang baik akan berimbas pada 

tatanan masyarakat yang baik. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang 

selalu harus diperhatikan: kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan 

(Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit). 

Korupsi dikenal sebagai perbuatan yang sangat merusak ssistem 

pertahanan negara, ekonomi hancur, dunia pendidikan tergerus dan tereduksi 

karena anggaran yang harusnya dipakai diambil oknum tanpa hak, hukum juga 

menjadi kacau karena perilaku korupsi dapat membeli dan memutar balikan 

keadaan karena semua dinilai dari materi hasil dari korupsi. Penanaman 

mental anti korupsi sedari dini dan disetiap lini lapisan menjadi tugas dan 

tanggungjawab bersama seluruh elemen anak bangsa. Akhirnya, semoga buku 

ini dapat menjadi referensi yang komprehensif bagi para civitas akademika 

maupun peminat bidang hukum. 

       

 

Medan,  Februari 2024 

 

      Penulis 
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BAB I  
MORALITAS HUKUM 

 

A. HUBUNGAN DAN KEDUDUKAN KONSEP MORALITAS DAN 

SISTEM ILMU HUKUM 

Dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pemahaman 

terhadap batasan hukum dan moral sangat terasa dalam kehidupan  di 

Indonesia. Pada awalnya, orang-orang Yunani masih beranggapan hukum 

merupakan keharusan alamiah (nomos); hidup manusia dan seluruh kosmos 

berada di bawah hukum alam. Dalam perkembangannya, Aristoteles membagi 

hukum dalam 2 (dua) kelompok yaitu hukum alam (hukum kodrat) dan hukum 

positif. Hukum alam sebagai suatu hukum tidak pernah berubah dan selalu 

berlaku sesuai dengan aturan alam, berbeda halnya dengan hukum positif 

merupakan hukum buatan manusia.1 

Respon atas keberadaan hukum alam melahirkan hukum positif yang erat 

kaitannya dengan positivisme hukum. Dalam positivisme hukum, hukum 

yang diakui adalah yang tertulis (konkret), dibuat dan disahkan oleh lembaga 

resmi pemerintah yang diberikan kewenangan, mengandung perintah dan 

menolak menafikkan keberadaan hukum alam (natural law).  

Natural law tidak diterima sebagai bagian dari hukum positif karena pada 

hakikatnya bersifat abstrak (tidak konkret), sangat hipotesis yang bersumber 

dari pikiran keIllahian maupun akal manusia.2 

Positivisme hukum berkembang sedemikian rupa sehingga memberi 

dampak dalam perkembangan ilmu dan praktiknya. Sebagai paham yang 

menghendaki pemikiran hukum yang melepaskan dari hal-hal yang bersifat 

metayuridis atau metafisis sebagaimana dikukuhi ahli hukum maka sebuah 

kebenaran sebatas pada apa yang tertera dalam undang-undang.  

Sesuatu yang telah sesuai dengan undang-undang dianggap sebagai 

sesuatu yang benar dan dapat memberikan keadilan. Tokoh positivisme 

hukum yang terkenal adalah Hans Kelsen. Hukum tidak membahas masalah 

 
1 Bernard, Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi), 

Revisi, ce (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013) 
2 Adjie Samekto, Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju 

Postmodernisme, Pertama (Jakarta: Konstitusi Press, 2015) 
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keadilan, moral atau nilai-nilai formal, memperlihatkan bahwa hukum hanya 

berada dalam aras formal.  

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul Pure Theory of Law3 

, bahwa teori hukum murni untuk menjawab pertanyaan mengenai apa dan 

bagaimana hukum itu, bukan bagaimana hukum itu seharusnya. Dalam teori 

hukum murni hanya mendeskripsikan hukum dan menghilangkan dari segala 

sesuatu yang tidak sepenuhnya hukum dengan tujuan untuk menjauhkan ilmu 

hukum dari unsur-unsur lain di luar hukum yang masuk dalam disiplin ilmu 

lainnya. 

Menyitir pendapat  Hugo Sinzheimer, hukum senantiasa bergerak secara 

dinamis mengikuti tatanan sosial yang berkembang dalam masyarakat 

sehingga selalu berhadapan dengan hal-hal yang bersifat konkret dan 

manusia-manusia yang hidup.4 

Oleh karenanya sudah seharusnya hukum tidak dipisahkan dari nilai dan 

moral. Hukum bukan hanya sebatas pada teks undangundang dengan tujuan 

memberikan kepastian hukum, akan tetapi lebih dari itu bahwa undangundang 

dapat ditafsirkan dengan tujuan memberikan keadilan bagi para pencari 

keadilan. Dalam perkembangan hukum, keberadaan masyarakat menjadi 

bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.  

Berdasarkan adagium populer yang dikemukakan oleh Marcus Tullius 

Cicero, Ibi societas ibi ius (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). 

Masyarakat membutuhkan struktur pemerintahan untuk menciptakan hukum 

yang memberikan keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Hukum yang 

diharapkan tidak terlepas dari kaidah moral karena terbentuknya masyarakat 

yang teratur berasal dari perilaku moral yang baik.  

Thomas Aquinas berpendapat bahwa perintah moral mengandung nilai 

untuk melakukan hal baik dan menghindari yang jahat. Oleh karenanya 

perintah moral perlu dikonkretkan dalam bentuk aturan hukum yang 

 
3 Hans Kelsen. Pure Theory of Law (United States of America: University of 

California Press, 1967), hal. 1 
4 5 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis (Semarang: 

Suryandaru Utama, 2005) 
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berkeadilan.5  Dalam perkembangannya, positivisme hukum ini tentu tidak 

dapat dipertahankan sebagaimana pada saat dilahirkan karena masyarakat 

berkembang sedemikian cepatnya.  

Perkembangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial 

yang memang mengalami perubahan dari masa ke masa. Keberadaan hukum 

diharapkan menjadi jalan pemecahan bagi permasalahan yang muncul di 

masyarakat. Hukum yang terlepas dari moral tidak dapat menjangkau ke dasar 

masyarakat, tergerus dengan dinamika yang semakin berkembang dalam 

masyarakat yang kemudian menimbulkan conflict of interest antara negara 

dengan masyarakat. 

Menurut Selznick, hukum berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan 

nilainilai tertentu.6  Oliver Wendel Holmes mengemukakan bahwa “the life of 

law has not been logic: it has experience”7 (esensi kehidupan hukum bukan 

sesuatu yang menjadi logis, tapi sesuatu yang menjadi pengalaman). Menurut 

Sudikno Mertokusumo, kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman 

tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan.  

Dilihat dari lingkup pengaturannya, hukum adalah keseluruhan 

peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib 

mentaatinya.8 Namun esensi hukum yang dimaksud dalam kajian ini adalah 

konsep hukum sebagai himpunan nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma 

perilaku yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam 

kehidupan masyarakat yang ditegakkan dengan sanksi yang dapat dipaksakan 

kepada para pelanggarnya guna membangun ketertiban dan ketenteraman 

(keadilan) dalam kehidupan masyarakat. 

Sedangkan esensi moral yang dimaksud dalam tulisan ini adalah norma-

norma moral, yaitu norma yang menentukan apakah perilaku kita baik atau 

 
5 Fithriatus dan Oksep Adhayanto Shalihah, “Hukum, Moral, Dan Kekuasaan 

Dalam Telaah (Hukum Adalah Alat Teknis Sosial),” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 

10, no. 4 (2016): 676 
6 M. Samsudin mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dalam Budaya Hukum 

Hakim, Edisi Pertama, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2012, hlm. 45 
7 2 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, PT. Kompas Gramedia 

Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 7 
8 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Cetakan ke 1, Penerbit Universitas 

Atmajaya,Yogyakarta, 2010, hlm. 7 
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buruk dari sudut etis. Karena itu norma moral adalah norma tertinggi, yang 

tidak bisa ditaklukkan pada norma lain.9  

Norma Moral tersebut adalah kewajiban atas dasar kesusilaan dan 

kesopanan.10 Ukuran moralitas suatu perbuatan, baik atau buruk, ditentukan 

oleh dua faktor, yakni ukuran subyektif dan ukuran umum atau obyektif 

berlandaskan kepada norma-norma tertentu. Hati nurani seseorang secara 

subyektif memberitahukan kepada dirinya mana yang baik dan mana yang 

buruk. Norma-norma secara umum memberitahukan kepada semua orang 

tentang perbuatan yang baik dan buruk.  

Kategoris imperatif yang berasal dari Kant yang mungkin merupakan 

tolok ukur yang paling terkenal dalam semua fisafat moral yang merebut 

perhatian publik. Kategori imperatif itu adalah “perbuatan hanya bersesuaian 

dengan maxim (moral) dengan jalan mana kamu pada waktu yang sama 

mendapatkan bahwa perbuatan itu akan menjadi hukum yang universal”.11 

Artinya, suatu perbuatan sejalan dengan moral bila perbuatan itu 

mengandung nilai universal. Secara umum masyarakat kita mengharapkan 

orang untuk melakukan sesuatu yang benar, termasuk memenuhi tugas-tugas 

moral mereka, yaitu kewajibankewajiban yang bersesuaian dengan perasaan 

dasar manusia mengenai benar salah (sense of right and wrong) di mana orang 

harus mengikutinya.12 Perasaan dasar manusia mengenai benar salah ini ada 

yang mengkualifikasikannya sebagai hati nurani. 

Hati nurani sebagai tolok ukur moralitas teridentifikasi melalui respon 

hati nurani terhadap tindakan yang dilakukan. Perbuatan baik yang dilakukan 

seseorang bukan hanya akan mendapatkan persetujuan hati nurani, tapi juga 

mendatangkan ketenteraman batin bagi orang bersangkutan. Namun 

sebaliknya, perbuatan buruk yang dilakukan seseorang akan mengundang 

protes nurani, menimbulkan kegelisahan batin, dan rasa penyesalan diri.  

 
9 Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Cetakan Pertama, Reality Publisher, 

Surabaya, 2009, hlm. 258 
10 Martin Basiang, Law Dictionary, First Edition, Red & White Publishing, 

Jakarta, hlm. 294 
11 7Sam Harris, The Moral Landscape How Science Can Determine Human 

values, Transworld Publisher, London, 2010, hlm. 81-82 
12 Richard G. Singer dan John Q. La Fond, Criminal Law, 4th ed, Aspen Publisher, 

New York, 2007, hlm. 41. 
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Kelemahan hati nurani sebagai ukuran moralitas terletak pada relativitas 

kebenaran hati nurani karena ia bersifat subyektif, tergantung kepada 

kesadaran masing-masing orang. Hati nurani manusia ibarat sebuah cermin 

yang berfungsi untuk berkaca. Bila cermin itu bersih, maka seseorang dapat 

berkaca secara jelas mengenai keberadaan dirinya, namun bila cermin itu 

penuh dengan noda atau kotor, maka orang tidak bisa berkaca dengan baik.  

Hati nurani yang bersih dapat membedakan perbuatan baik dan buruk 

secara nyata, namun hati nurani yang penuh dengan noda tidak akan dapat 

memilah antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Ukuran moralitas 

obyektif yang bersadarkan kepada norma-norma meliputi norma agama, 

ideologi, kebiasaan atau tradisi, dan hukum.  

Agama mengajarkan kepada manusia mana perbuatan baik yang harus 

dilakukan, dan mana perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Penentuan 

baik buruknya perbuatan dalam agama merupakan otoritas Tuhan. Suatu 

perbuatan dikualifikasikan baik karena Tuhan menetapkannya demikian, 

begitu pula sebaliknya.  

Dengan kata lain,penentuan baik buruk dalam perspektif agama 

berdasarkan kepada doktrin agama yang merupakan firman Tuhan. Moralitas 

dalam perspektif agama terdiri dari doktrin moral menurut Islam, Kristen, 

Katolik, Yahudi, dan Budha, dan sebagainya.  

Tolok ukur moralitas dalam perspektif agama mempunyai banyak 

persamaan, tapi juga memiliki perbedaan. Misalnya perbedaan doktrin Islam 

dan Kristen mengenai kehalalan babi dan keabsahan poligami. Moralitas 

dalam perspektif ideologi misalnya moralitas menurut ideologi 

utilitarianisme, sosialisme, dan kapitalisme. Ukuran moralitas menurut 

kebiasaan berlandaskan kepada tradisi yang hidup dalam masyarakat.  

Tradisi menunjukkan kepada kita melalui pergaulan hidup masyarakat, 

mana perbuatan susila dan mana perbuatan yang asusila, mana perbuatan yang 

sejalan dengan pandangan masyarakat, dan mana perbuatan yang antisosial 

atau perilaku menyimpang (deviant behavior). Otoritas menentukan baik 

buruk perbuatan manusia menurut tradisi adalah otoritas masyarakat. Suatu 

perbuatan dikualifikasikan baik atau buruk karena masyarakat 

menhendakinya demikian. 

Ada empat macam pola hubungan hukum dan moral. Pertama, hukum 

merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral. Ajaran moral adalah prinsip-
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prinsip dan kaidah-kaidah moral yang terdapat dalam berbagai agama, 

ideologi, filsafat dan tradisi masyarakat. Pola hubungan hukum dan moral 

seperti ini terdapat dalam moral agama di mana hukum (agama) merupakan 

bagian dari ajaran moral agama. Aspek lain ajaran agama meliputi teologi, 

peribadatan, akhlak, politik dan ekonomi.  

Dengan demikian, hukum-hukum yang bersumber pada agama 

merupakan bagian dari sistem ajaran moral agama. Hukum Islam (syariah) 

merupakan bagian dari ajaran moral agama Islam, dan hukum Yahudi (Jewish 

law) merupakan bagian dari moral agama Yahudi. Hukum Islam terdiri dari 

berbagai subsistem hukum, yaitu hukum pidana (jinayah), hukum kenegaraan 

(assiyasah), hukum keperdataan (muamalah), hukum perkawinan 

(munakahah) dan hukum waris (faraid).  

Hukum Yahudi bersumber kepada Taurat dan Zabur yang terkenal 

dengan sebutan Perjanjian Lama (Old Testament). Perjanjian Lama 

dikembangkan oleh rabbi-rabbi Yahudi menjadi pemikiran-pemikiran hukum 

aktual dan kontekstual yang disebut dengan hukum Talmud. Hukum Talmud 

itu dikompilasikan dalam dua kitab, Babylonia Talmud dan Jerussalem 

Talmud. Hukum Kristen yang bersumber pada Injil dikembangkan oleh para 

pemukanya pada abad pertengahan dalam hukum Kanonik (canonic law).  

Pola hubungan hukum dan moral yang menempatkan hukum sebagai 

bagian dari ajaran moral agama tidak banyak dikaji dan diperbincangkan 

karena terdesak oleh gagasan sekulerisasi agama dan positivisme moral yang 

berlandaskan kepada tradisi. Akibatnya, gagasan-gagasan hukum agama 

kurang berkembang dan berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran hukum 

positif dan kebijakan pembentukan hukum.  

Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan kurang berkembangnya 

hukum-hukum agama adalah sikap para ahli agama yang terlalu normatif 

dalam memahami teks-teks hukum agama dan persoalan-persoalan hukum 

kontekstual. Pola hubungan hukum dan moral yang menempatkan hukum 

sebagai bagian dari ajaran moral dapat pula diterapkan terhadap sistem hukum 

yang bersumber pada ideologi.  

Sistem hukum sosialis merupakan subsistem dari ideologi komunis atau 

sosialis yang pada masa lalu berlaku di negara-negara yang menganut ideologi 

tersebut, terutama di negara-negara bekas Uni Soviet. Namun kini keberadaan 

sistem hukum sosialis cenderung semakin redup bersamaan dengan 
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bangkrutnya ideologi komunisme. Kedua, hukum merupakan derivasi dari 

prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral umum. Artinya, hukum merupakan 

penjabaran dari prinsip-prinsip moral umum yang berlaku secara universal 

dan mengatasi berbagai kebudayaan.  

Prinsipprinsip moral umum, menurut penganut hukum kodrat, terdapat 

dalam moralitas kodrati yang bersumber kepada prinsip-prinsip kodrat alam 

(sunnatullah) yang bersifat tetap dan abadi. Prinsip-prinsip moralitas umum 

itu disebut pula dengan hukum kodrat yang mempunyai kedudukan lebih 

tinggi dari hukum positif. Dengan demikian, hukum positif merupakan 

derivasi dari hukum kodrat.  

Oleh karena itu, hukum positif tidak boleh bertentangan dengan hukum 

kodrat. Dalam pandangan hukum kodrat, hukum identik dengan keadilan (ius 

quia iustum) Keabsahan suatu aturan hukum tergantung pada kesesuaian 

aturan hukum tersebut dengan prinsip-prinsip moralitas, khususnya prinsip 

keadilan.  

Suatu aturan, termasuk undang-undang, tidak memenuhi syarat untuk 

dikualifikasikan sebagai hukum jika aturan tersebut bertentangan dengan 

prinsip-prinsip keadilan. Ketiga, ada persinggungan (titik singgung) antara 

kaidah hukum dan kaidah moral. Artinya, ada bagian dari tingkah laku 

manusia yang sama-sama diatur oleh kedua kaidah itu.  

M. Rasjidi menggambarkan persinggungan hukum dan moral dalam dua 

lingkaran (circle), di mana ada bagian kedua lingkaran tersebut yang saling 

berhimpitan. Dalam bagian yang berhimpitan itu hukum dan moral 

bersamaan, sedang dalam bagian lain, tidak ada persamaan. Sesuatu yang 

legal belum tentu yang moral dan yang moral belum tentu yang legal.  

Sedangkan J.J.H. Bruggink menggambarkan persinggungan tersebut 

dalam tiga kotak segi empat yang saling bersambungan dimana kota di posisi 

tengah merupakan kotak yang berisi muatan hukum dan moral. Hukum 

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan moral karena kedua kaidah 

tersebut sama-sama mengatur tingkah laku manusia dan sama-sama bertujuan 

untuk menciptakan kebaikan bagi hidup manusia.  

Sering terjadi perbuatan yang dilarang oleh moral dilarang pula oleh 

hukum, namun sebaliknya kadangkala perbuatan yang dilarang oleh moral 

tidak dilarang oleh hukum dan apa yang dilarang oleh hukum tidak dilarang 

oleh moral. Hukum di semua negara modern dalam berbagai seginya 
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memperlihatkan adanya hubungan (pengaruh) dengan moralitas sosial yang 

diterima maupun citacita moral yang lebih luas. Berbagai pengaruh ini masuk 

ke dalam hukum entah dengan cepat dan resmi melalui legislasi, atau secara 

diam-diam dan setahap demi setahap melalui proses yudisial.  

Dalam sebagian sistem, seperti di Amerika Serikat, kriteria terakhir 

(ultimate) validitas hukum meliputi secara eksplisit prinsip-prinsip keadilan 

atau nilai-nilai moral substantif; dalam sistem lainnya, seperti di Inggris, di 

mana tidak ada batasan-batasan formal atas kompetensi badan legislatif 

tertinggi, legislasinya pun tidak kalah ketatnya dalam berpegang pada 

keadilan atau moralitas.13  

Tidak seorang pun ‘penganut positivisme’ yang bisa menyangkal bahwa 

halhal ini adalah fakta, atau bahwa stabilitas sistem-sistem hukum untuk 

sebagian bergantung pada tipe-tipe kesesuaian dengan moral seperti itu. Jika 

yang dimaksud dengan hubungan perlu antara hukum dan moral adalah seperti 

ini, tentu saja keberadaannya bisa diterima. 

Klaim bahwa ada hubungan perlu antara hukum dan moralitas terkadang 

berujung pada pendirian bahwa sebuah sistem hukum yang baik harus sejalan 

pada segi tertentu dengan, seperti telah tersebut dalam paragraf terakhir, 

ketentuanketentuan keadilan dan moralitas. Keempat, tidak ada hubungan 

antara hukum dengan moral, karena kedua bidang itu bukan hanya dua hal 

yang terpisah, tapi juga dua aspek yang berbeda.  

Berbedanya atau terpisahnya hukum dan moral dapat digambarkan dalam 

skema dua lingkaran yang tidak mempunyai titik singgung, lingkaran yang 

satu adalah moral dan lingkaran yang lainnya ialah hukum. Pola hubungan 

hukum dan moral yang keempat ini mewakili pandangan positivisme. John 

Austin mengungkapkan bahwa keberadaan hukum berbeda dari kebaikan atau 

keburukan hukum. 

 

B. FUNGSI MORAL TERHADAP HUKUM 

Moral mempunyai lima fungsi terhadap hukum pertama, moral berfungsi 

sebagai landasan etik bagi pembentukan kaidah hukum. Sebagai landasan etik, 

nilainilai moral menjadi dasar kebijakan untuk membentuk kaidah-kaidah 

 
13 H.L.A. Hart,Konsep Hukum, The Concept of Law, Cetakan Pertama, Penerbit 

Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 315 
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hukum baru dan untuk memperbarui kaidah-kaidah hukum yang berlaku 

karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan tingkat 

perekembangan masyarakat. Nilainilai moral, khususnya nilai-nilai keadilan 

bagi semua orang dan nilai-nilai kebajikan dalam pergaulan hidup manusia 

harus menjiwai dan mengarahkan pembentukan kaidah-kaidah hukum 

(undang-undang). 

Penetapan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum dan 

penetapan suatu perbuatan sebagai perintah atau larangan harus megacu 

kepada nilai-nilai keadilan bagi semua orang dan nilai-nilai kebajikan dalam 

pergaulan hidup manusia.  

Kedua, moral merupakan sumber hukum. Artinya, kaidah-kaidah moral 

dapat menjadi sumber bagi pembentukan kaidah-kaidah hukum. Implementasi 

fungsi moral sebagai sumber hukum dilakukan melalui penetapan perbuatan-

perbuatan yang tidak baik secara moral (imral) menjadi perbuatan yang 

melawan hokum (illegal) atau perbuatan kriminal (tindak pidana).  

Di samping itu, perbuatan-perbuatan yang tidak sah secara moral tidak 

boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang illegal atau kriminal. Dengan 

demikian ada signifikansi antara moralitas dengan legalitas dan immoralitas 

dengan illegalitas atau kriminalitas. Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai 

perbuatan immoral seperti mengingkari janji, merugikan kepentingan orang 

lain, menyembunyikan cacat barang yang mau dijual dapat dijadikan sebagai 

perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata. 

 Di samping itu, perbuatan mencuri, membunuh, berzina yang termasuk 

kualifikasi perbuatan immoral dikualifikasikan sebagai kejahatan (tindak 

pidana) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.  

Ketiga, moral merupakan sarana untuk menguji (evaluasi) keberadaan 

kaidah hukum. Apakah suatu kaidah atau aturan sudah memenuhi kualifikasi 

moralitas untuk disebut sebagai hukum atau belum? Dan apakah kaidah 

hukum itu telah memenuhi kualifikasi hukum yang adil atau hukum yang baik 

dalam perpektif moral? 

Hukum tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan etika, sehingga 

kualitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas moral. Di sisi lain, moralitas 

juga membutuhkan hukum karena moralitas akan berada di awang-awang jika 

tidak diungkapkan secara jelas dalam masyarakat dalam bentuk hukum.  
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Jadi hukum dapat meningkatkan dampak moralitas. Misalnya, 

menghormati orang lain adalah prinsip etika penting, tapi tidak semua etika 

perlu diterjemahkan ke dalam bentuk hukum karena hukum juga harus 

dibatasi untuk mengatur hubungan manusia yang relevan.  

Bahkan, moralitas dan hukum tidak selalu berkaitan karena ada hukum 

yang berlaku (hukum positif) yang bertentangan dengan etika dan karenanya 

harus ditolak. Meninggalkan moral dalam berhukum sama saja dengan hukum 

yang kehilangan ruhnya. 

Dalam melihat hukum dan moral penulis juga tidak terlepas dari 

pandangan L.H.A. Hart, menegaskan bahwa antara hukum dan moralitas 

memiliki kebutuhan yang lengkap atau memiliki banyak hubungan 

pemahaman keragaman itu penting tetapi tidak semua hubungan terlihat jelas. 

L.H.A. Hart mencoba mendemonstrasikan dan mengevaluasi alasannya sudut 

pandang ini. Menurutnya, tidak ada alasan yang diberikan untuk menunjukkan 

bahwa hubungan mutlak konsisten bahkan jika mengenali bahwa beberapa 

aspek dari argumen yang diberikan fakta, konsisten dengan fakta tertentu 

dapat ditemukan di sistem yang legal. 

 L.H.A. Hart mengakui bahwa keadilan, hukum dan moralitas 

mempunyai hubungan yang sangat dekat atau dengan kata lain saling 

berkaitan satu sama lain. 

Dalam masa sekarang aparat penegak hukum (APH) wajib menjalankan 

cita-cita hukum pada umumnya, khususnya keadilan, objektivitas, dan 

keamanan/ ketertiban. Namun, hal-hal yang ideal tersebut belumlah lengkap 

terlaksana, karena realitas atau kenyataan yang tak terbantahkan bisa 

dirasakan dan terlihat saat ini adalah kondisi aparat penegakan hukum (APH) 

di Indonesia mencapai titik terendahnya dalam hal kepercayaan (trust) dari 

masyarakat.  

Kepercayaan masyarakat (public) terhadap lembaga-lembaga penegak 

hukum merosot tajam, sehingga kesannya hukum tidak ada lagi memberikan 

rasa aman, rasa nyaman dan tentram, hukum tidak bisa memecahkan berbagai 

masalah yang muncul dalam dinamika masyarakat yang semakin kompleks 

dan kepastian hukum semakin dipertanyakan. 
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Mukhtar Kusumaatmadja14 berpendapat bahwa penggunaan Undang-

Undang sebagai alat manipulasi sosial di bawah skenario kebijakan 

pemerintah (eksekutif) sangat penting bagi negara-negara berkembang, jauh 

melampaui kebutuhan negara-negara maju. Negara maju memiliki mekanisme 

hukum untuk beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat mereka, 

sementara negara berkembang tidak. Padahal, harapan dan keinginan orang-

orang di negara berkembang tentang dampak perubahan pada standar hidup 

yang lebih baik sangat tinggi.  

Jauh melebihi ekspektasi orang-orang di negara maju. Masyarakat dan 

hukum adalah 2 (dua) identitas yang tidak dapat dipisahkan. Dalam ilmu 

hukum, terdapat juga pepatah atau adagium ibi societas ibi ius (dimana ada 

masyarakat maka disitu ada hukum). Untuk mewujudkan keteraturan dalam 

masyarakat dibutuhkan struktur tatanan (pemerintahan) yang diikat oleh 

hukum. Hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang.15  

Menurut ajaran dari Thomas Aquinas, bahwa perintah moral yang paling 

mendasar adalah berbuat baik (doing good) dan menjauhi kejahatan (stay 

away from crime). Hukum akan menjadi pengakuan khusus bila didukung 

oleh supremasi hukum.  

Oleh karena itu, ketertiban dalam masyarakat selalu sejalan dengan 

adanya perilaku moral yang baik mematuhi aturan hukum setara Di dunia 

sekarang ini, terutama setelah Perang Dunia II yang meletus pada tahun 1939-

1945 yang melibatkan banyak negara yang membuat 2 (dua) aliansi baik 

sekutu dan poros, banyak mengakui bahwa hukum harus dikaitkan dengan 

moralitas (keadilan) agar dapat dianggap sebagai hukum.  

Dengan kata lain, masyarakat semakin percaya bahwa hukum adalah 

nilai-nilai positif harus menghormati standar tertentu, yaitu prinsip keadilan. 

Jika suatu sistem hukum yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tetap 

diakui sebagai hukum, maka menurut UndangUndang ini tidak dapat lagi 

dibedakan dengan kekuasaan.16  

 
14 Mokhtar Kusumaatmadja, (1986), Pembinaan Hukum dalam rangka 

Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta, hlm. 2-7. 
15 Sukarno Aburaera dkk, (2010), Filsafat Hukum, Makasar: Pustaka Refleksi, 

hlm. 33. 
16 Sabian U, (2013), Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

hlm. 186 
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Transformasi hukum dan moral berarti bahwa kode etik sebagai salah 

satu norma kehidupan bermasyarakat menjadi lebih kuat karena kode moral 

tidak lagi hanya kode batin individu, tetapi Itu juga telah menjadi aturan 

interpersonal (masyarakat) yang ditegakkan oleh institusi atau lembaga 

hukum resmi negara. 

Dalam sejarah pemikiran hukum, ada dua eksponen pemikiran besar yang 

sama-sama kuat dari sisi pengaruh dan juga daya tahan yang saling 

menegasikan satu sama lain terkait dengan relasi hukum dengan moral, yaitu 

pemikiran yang berbasis pada mazhab hukum alam dan mazhab positivisme 

hukum. Adapun mazhab-mazahab hukum yang lain, tidak berada pada areal 

konflik yang setajam antara hukum kodrat dan positivisme hukum. Berikut 

kami akan dijelaskan polarisasi relasi hukum dan moral terutama menurut 

mazhab hukum kodrat vs mazhab hukum positivisme: 

 

Relasi Integrative  

Pemikiran yang mengusung hukum dan moral harus berkaitan satu sama 

lain tercermin dalam pandangan hukum kodrat, bagi hukum kodrat hukum 

moral memerintahkan muatan aktual hukum buatan manusia (hukum positif). 

Hubungan antara keduanya sangat kuat dengan asumsi bahwa apa yang 

ditetapkan oleh hukum positif di dalam aturan-aturannya sebenarnya tidak lain 

merupakan manifestasi moral atau asas-asas moral itu sendiri.  

Oleh karenanya ada dua alternative kemungkinan, yakni: pertama, 

hukum positif yang tidak mengandung moralitas dianggap tidak memiliki 

kekuatan mengikat; kedua, ketaatan pada hukum yang berlaku dipandang 

identik dengan perbuatan moral. Jadi bagi kelompok ini beranggapan hukum 

positif yang tidak memiliki moralitas di anggap sebagai hukum yang tidak adil 

(E. Sumaryono: 2002).  

Padangan ini di dukung oleh para pemikir mazhab hukum alam, pada 

dasarnya pemikiran hukum atau mazhab hukum alam merupakan mazhab 

hukum yang mendasari hampir semua hukum yang berkembang, tidak bisa 

dilepaskan dari kontribusi hukum ini, pemikiran yang sempat dikatakan telah 

mati ini justru bangkit kembali, seiring dengan kesadaran etis manusia 

terutama setelah terjadinya degradasi dan deferensiasi antara hukum dan 

moral.  
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Walau muncul beberapa keberatan atas gagasan teori hukum kodrat 

klasik misalanya dalam pemikiran Thomas Aquinas, seperti tidak adanya 

kepastian hukum, kekaburan mengenai isi dari hukum kodrat, keterkaitan 

hukumhukum positif dengan etika. Akan tetapi lowong-lowong kekurangan 

itu telah ditutupi oleh pemikiran tokoh hukum kodrat modern seperti Hugo 

Grotius dalam wajah hukum kodrat sekuler.  

Mazhab hukum alam mengawali pertanyaan mendasar “apa yang 

menjadi hukum suatu hukum?” jawaban yang diberikan oleh Thomas Aquinas 

adalah apa yang menjadi jawaban aristoteles yakni teori moral yang 

mendasarkan pada filsafat “kodrat manusia”. Dalam summa theologiae, Ia, 

ilea, quaesti XC mengenai De Essentia, Thomas Aquinas memberikan definisi 

hukum adalah tidak lain hanya sebagai perintah akal budi demi kebaikan 

umum, dan dipromulgalasasikan oleh ia yang memiliki kewenangan membina 

masyarakat. Bagi Thomas Aquinas moral harus menjadi dasar bagi hukum 

positif, yaitu selaras dengan hukum kodrat.  

Hukum harus membantu manusia berkembang selaras sesuai kodrat, 

artinya, yakni menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, 

menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan 

kesejahteraan umum. Dalam Summa Theologiae Aquinas mengatakan 

“hukum dapat tidak adil karena bertentangan kesejahteraan manusia.” Hal ini 

terjadi karena 3 (tiga) hal; Pertama, karena penguasa memaksakan hukum 

yang tidak memberikan kesejahteraan umum dan justru menetapkan hukum 

berdasarkan hasrat menuasia tersebut; 

Kedua, Pembuat hukum yang melampaui kewenangannya; Ketiga, 

karena hukum dipaksakan kepada masyarakat secara tidak sama, meskipun 

alasannya bertujuan demi kesejateraan umum. Bagi Thomas Aquinas tiga hal 

itu merupakan tindakan kekerasan hukum. Dan baginya hukum yang tidak adil 

sama sekali tidak bisa disebut sebagai hukum. Hukum kodrat merupakan 

sumber atau asal usul dari moralitas dan legalitas. Moralitas merupakan syarat 

legalitas.  

Tujuan utama dari pada hukum dalam arti yang sebenarnya adalah yang 

pertama-tama dan paling utama adalah dimaksudkan untuk mencapai 

kebaikan umum. Thoma Aquinas menyebut tujuh kebajikan yang menjadi 

ciri/parameter hidup yang baik, empat diantaranya diambil dari moral Yunani, 

dan tiga kebajikan lain ditambahkan Thomas dengan maksud untuk 
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menunjukan tingkat moralitas yang lebih tinggi. Keempat dimaksud adalah, 

kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan hidup.  

Ia menyebut 4 (empat) kebajikan itu sebagai “sebajikan Utama”. Adapun 

tiga kebajikan lain yang dimaksud adalah, kebajikan teologis yaitu iman, 

pengaharapan, dan cinta kasih (E. Sumaryono: 2002). Secara kodrati telah 

tersedia pola ideal moralitas (prinsip-prinsip moral) yang sifatnya given berkat 

partisipasi illahi dalam alam. Prinsip-prinsip moral itulah yang disebut hukum 

alam atau lex naturalis/natural law. Aristoteles, merumuskan secara padat 

mengenai sari hukum alam, demikian: honeste vivere (hidup terhormat), 

neminem non laedere (tidak mengganggu orang lain), uniqum suum tribuere 

(berikan pada tiap orang apa yang menjadi haknya). 

Dari tiga sari hukum alam inilah, kemudian berkembang ragam teori 

mengenai keadilan. Hukum alam, adalah pola illahi. Ia tidak diciptakan oleh 

manusia. Tapi sebaliknya, ia given dalam diri manusia berupa budi dan nurani 

yang ditanamkan oleh illahi pada diri setiap individu. Hukum alam berupa 

nilai-nilai moral dan keadilan sebagaimana dirumuskan Aristoteles itu 

tertanam dalam budi dan nurani manusia. (Bernard L. Tanya: 2012).  

Menurut hukum kodrat antara masyarakat, moral dan hukum positif tidak 

bisa dipisahkan apalagi di dikotomikan, Tamanaha menjelaskan alasan 

hubungan erat ketiga anatra lain sebagai berikut:  

1. sebelum terbentuknya negara modern, antara custom dan moral tidak 

terpisahkan;  

2. perkembangan hukum positif adalah sebagai tanda perkembangan 

peradaban, berdasarkan akal dan moral yang mengatur masyarakat;  

3. moral dan akal adalah sumber dari norma hukum positif; 

4. tindakan yang sesuai dengan hukum positif adalah tindakan yang benar-

benar mempertimbangkan moral yang baik;  

5. hukum positif yang inkonsisten dengan moral dan akal adalah tidak 

mempunyai legitimasi, tidak sah, dan menurut Hukum Kodrat, tidak lagi 

dianggap sebagai hukum;  

6. moral adalah aspek yang tak terpisahkan dari hukum positif; bahkan 

secara ekstrem dapat dikatakan;  

7. prinsip-prinsip moral adalah hukum juga.” (Widodo Dwi Putro; 2011)  

Sejak awal relasi moral dengan hukum dalam hubungan tripartit, yakni 

(a) adat/kesepakatan (custom/consent) (b) morality/reasonI), dan (c) hukum 
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positif (positive law) sebagaimana skema di bawah ini (Brian Z. Tamanaha: 

2006): 

 

Relasi Konflik  

Dalam relasi konflik hukum positif dan moralitas masing-masing 

memiliki otonomi ruang lingkup yang ekslusif, hal ini berarti bahwa faliditas 

sebuah aturan hukum pertama-tama bergantung pada kriteria hukum. Dalam 

pandangan positivisme hukum, satu-satunya kriteria faliditas hukum adalah 

pengundangannya yang formal. Faliditas moral ditentukan oleh penetapan 

kriteria yang cocok dengan sistem moralitas yang ada.  

Para pendukung gagasan ini biasanya melihat moral dan hukum secara 

pragmatis dan mendasarkan gagasan tersebut pada beberapa asas, sepeti asas 

manfaat, tradisi, dan kebiasaan masyarakat. Bagi kaum positivistik moralitas 

adalah persoalan subjektif pribadi yang ditentukan oleh ruang dan waktu, 

pendapat pribadi seseorang, pandangan masyarakat, pedoman hidup 

keagamaan, kondisi-kondisi ekonomi.  

Pemikiran ini di dukung kelompok prespektif positivistic, bagi 

positivisme hukum, tidak ada moralitas dalam keberlakuan hukum, sebab 

moralitas pada dasarnya hanya merupakan kumpulan asas-asas subjektif 

tentang perilaku manusia. Karena asasasas subjektif tersebut selalu 

mengalami perubahan, maka bagi positivisme hukum, mengakui keberadaan 

moralitas dalam hukum adalah sama atau identik dengan memperkenalkan 

sebuah asas ketidak pastian hukum.  

Bagi Kelsen dalam The pure theory of law dan kelompok empirico-

positivist theory yang mendukung hukum terpisah dari moral bagi mereka 

hukum bukan moral dan bukan pula fakta, inti hukum bagi Kelsen mislnya 

adalah formalisme. Tamanaha menjelaskan, hukum positif adalah berbagai 

peraturan yang diartikulasikan dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang. 

Hukum positif, berkakrakter „imperatif‟ atau „kehendak‟ yang menekankan 

pada otoritas norma dan menggunakan mekanisme paksaan yang mewajibkan 

orang-orang untuk menyesuaikan (E. Sumaryono: 2002) 
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C. MENAKAR HUKUM SEBAGAI GERAKAN MORALITAS 

Dari perspektif historis dapat diketahui bahwa hukum dan moral pada 

awalnyabukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua aspek yang menyatu 

dalam hukumTuhan (divine law). Hal ini bisa terlihat dari konsep hukum 

Yahudi, hukum Kanonik,dan  hukum  Islam.  Menyatunya  hukum  dan  moral  

sebagai  instrumen  untukmengatur kehidupan masyarakat tercermin pula 

dalam kehidupan masyarakat ataukomunitas tradisional (suku-suku 

terbelakang) yang belum banyak tersentuh olehmodernisasi. 

Terpisahnya  hukum  dan  moral  dipengaruhi  oleh  sekulerisasi  

kehidupanmanusia  yang  memisahkan  antara  kehidupan  keduniaan  yang  

menajadi  urusankenegaraan (politik) dan urusan keakhiratan yang menjadi 

domain moral dan agama.Meskipun  pada  awalnya  sekulerisasi  itu  terjadi  

di  dunia  Barat  (Kristen)  dengan lahirnya “renaissance”, namun  gagasan 

sekulerisasi tersebut telah merambah hampirsebagian besar belahan dunia, 

termasuk dunia Islam.  

Di Indonesia ide sekulerisasijuga berkembang yang menampakkan 

dirinya dalam diskursus hubungan negaradan agama dan derivasi dari pola 

hubungan tersebut.Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan dialektika 

hukum dan moral yangakan  mengupas  hubungan  dialektis  antara  hukum  

dan  moral  yang  intipembahasannya  terfokus  pada  pola  hubungan  hukum  

dan  moral,  fungsi  moralterhadap hukum, dan fungsi hukum terhadap moral. 

Menurut Selznick, hukum berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan 

nilai-nilai tertentu.17 Oliver Wendel Holmes mengemukakan bahwa “the life 

of law hasnot  been  logic:  it  has  experience”18  (esensi  kehidupan  hukum  

bukan  sesuatu  yangmenjadi  logis,  tapi  sesuatu  yang  menjadi  pengalaman).  

Menurut  SudiknoMertokusumo,  kaidah  hukum  merupakan  ketentuan  atau  

pedoman  tentang  apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan.19  

Dilihat dari lingkup pengaturannya,hukum  adalah  keseluruhan  

peraturan-peraturan  dimana  tiap-tiap  orang  yangbermasyarakat wajib 

 
17 M. Samsudin mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dalam Budaya Hukum 

Hakim, Edisi Pertama, KharismaPutra Utama, Jakarta, 2012, hlm. 45 
18 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, PT. Kompas Gramedia 

Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 7 
19 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Cetakan ke 1, Penerbit Universitas 

Atmajaya,Yogyakarta, 2010, hlm. 7 
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mentaatinya.4Namun esensi hukum yang dimaksud dalam kajian ini adalah 

konsep hukumsebagai himpunan nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma 

perilaku yang berfungsiuntuk  mengatur  tingkah  laku  manusia  dalam  

kehidupan  masyarakat  yangditegakkan dengan sanksi yang dapat dipaksakan 

kepada para pelanggarnya gunamembangun ketertiban dan ketenteraman 

(keadilan) dalam kehidupan masyarakat. 

Sedangkan esensi moral yang dimaksud dalam tulisan ini adalah norma-

normamoral,  yaitu  norma  yang  menentukan  apakah  perilaku  kita  baik  

atau  buruk  darisudut  etis.  Karena  itu  norma  moral  adalah  norma  tertinggi,  

yang  tidak  bisaditaklukkan pada norma lain.20 Norma Moral tersebut adalah 

kewajiban atas dasarkesusilaan dan kesopanan.21  

Ukuran moralitas suatu perbuatan, baik atau buruk, ditentukan oleh dua 

faktor,yakni  ukuran  subyektif  dan  ukuran  umum  atau  obyektif  

berlandaskan  kepadanorma-norma  tertentu.  Hati  nurani  seseorang  secara  

subyektif  memberitahukankepada dirinya mana yang baik dan mana yang 

buruk. Norma-norma secara umummemberitahukan kepada semua orang 

tentang perbuatan yang baik dan buruk. 

Kategoris  imperatif  yang  berasal  dari  Kant  yang  mungkin  merupakan  

tolokukur yang paling terkenal dalam semua fisafat moral yang merebut 

perhatian publik.Kategori imperatif  itu adalah “perbuatan hanya bersesuaian 

dengan maxim (moral)dengan jalan mana kamu  pada waktu yang sama 

mendapatkan bahwa perbuatanitu akan menjadi hukum yang universal”.22  

Artinya,  suatu perbuatan sejalan denganmoral bila perbuatan itu 

mengandung nilai universal.Secara umum masyarakat kita mengharapkan 

orang untuk melakukan sesuatuyang  benar,  termasuk  memenuhi  tugas-tugas  

moral  mereka,  yaitu  kewajiban-kewajiban yang bersesuaian dengan 

 
20 Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Cetakan Pertama, Reality Publisher, 

Surabaya, 2009, hlm. 258 
21 Martin Basiang, Law Dictionary, First Edition, Red & White Publishing, 

Jakarta, hlm. 294. 
22 Sam Harris, The Moral Landscape  How Science Can Determine Human values, 

Transworld Publisher, London,  2010,hlm. 81-82 
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perasaan dasar manusia mengenai benar salah(sense of right and wrong) di 

mana  orang harus mengikutinya.23  

Menkonstruksikan  pelanggaran  moral  sebagai  pelanggaran  hukum  

dalambidang  hukum  perdata  dapat  menjadi  instrumen  untuk  

menyelesaikan  sengketaprivat antara seseorang dengan orang lain guna 

mencari perdamaian (keadilan) diantara  mereka.  Perdamaian  di  antara  

pihak  yang  bersengketa  merupakan  tujuanakhir yang hendak dicapai oleh 

pihak yang bersengketa  dalam lapangan hukumperdata.  

Namun menkonstruksikan pelanggaran moral sebagai pelanggaran 

hukumdalam  bidang  hukum  pidana  dapat  merusak  sistem  hukum  pidana    

yangberlandaskan kepada asas legalitas (legality principle).Dalam hukum 

perancis, diatur dalam Pasal 6 Civil Code Perancis, sebuah kausaakan  tidak  

diperbolehkan  secara  hukum  apabila  ia  dilarang  oleh  hukum,  

ataubertentangan dengan moral (bonnes  moeurs) atau ketertiban umum 

(ordere publik).Di dalam hukum Jerman, konsep tunggal dari moral yangh 

baik telah digunakan,yang  mengikutsertakan  ketentuan  umum  dan  juga  

dapat  menganulir  semuatransaksi yang bertentangan dengan aturan yang 

sangat penting ini.24 

Perspektif moral pada hukum pada sejatinya menempatkan hukum dalam 

kerangka menciptakan kemaslahatannya bagi penghormatan martabat 

manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa manusia untuk 

dihormati harkat dan martabatnya. Hukum hakim yang baik senantiasa akan 

mengabdi pada nilai moral kemanusiaan itu sendiri. Hukum yang bermoral 

adalah hukum yang memperadabkan manusia sejalan dengan penghormatan 

akan harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri.25  

Untuk mewujudkan tujuan hukum yang sesungguhnya yakni menjadikan 

hukum yang progresif, tentu mengabdi kepada nilai manusia untuk 

mewujudkan keadilan di masyarakat dan kebahagiaan bagi warga 

 
23 Richard G. Singer dan John Q. La Fond,Criminal Law, 4th ed, Aspen Publisher, 

New York, 2007, hlm. 41. 

 
24 Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum, Penerbit Nusa Media, Jakarta, 

2010, hlm. 372 
25 Marihot Janpieter Hutajulu, ‘Filsafat Hukum Dalam Putusan 

Pengadilan/Hakim’ (2015) 9 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 91, 96 
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masyarakatnya, semua metode penafsiran perlu dikerahkan (penafsiran yang 

luas). Perkembangan ilmu hukum harus melibatkan ilmu sosiologi hukum, 

sejarah hukum, dan filsafat hukum. 

Dalam tradisi sistem hukum common law putusan hakim merupakan 

putusan yang lebih tinggi daripada perundang-undangan, serta memiliki 

kekuatan untuk ditaati sebagai jurisprudence oleh hakim berikutnya. Oleh 

karenanya penafsiran hakim dalam sistem hukum common law dipengaruhi 

oleh putusan hakim terdahulu. Dalam sistem hukum common law, maka 

kebiasaan hakim terdahulu akan menjadi sumber penafsiran hakim 

berikutnya.  

Hakim di Indonesia melakukan positive judgement baik in abstracto 

maupun in concreto dalam konteks menderivasi dari ketentuan dan norma 

peraturan perundangan-undangan yang ada dan tidak menekankan pada 

praktek-praktek jurisprudensi yang ada, mengingat di Indonesia hakim tidak 

terikat pada putusan hakim yang terdahulu. Dalam negara common law 

diwujudkan dalam judge made law, tetapi dalam sistem civil law Eropa 

Kontinental, seperti Indonesia, dihimpun sebagai jurisprudensi. Dalam 

konteks demikian, hakim di Indonesia sering mengkonsepkan hukum dalam 

artian ilmu hukum sebagai ‘Reine Rechtslehr’.  

Dalam upaya membangun model penafsiran hukum hakim yang berpihak 

pada keadilan, maka penafsiran hakim tak lepas dari ide dalam hukum alam. 

The natural jurisprudence berkutat dalam hukum sebagai bagian sistem moral 

filosofis dalam penyelenggaraan ide yang ilahi. Pengembangan hukum yang 

dikemukakan oleh Thomas Aquinas memunculkan perspektif hukum yang tak 

lepas dari kehidupan yang religious.  

Dalam perkembangan sejarah hukum, semenjak lahirnya abad 

Reinaissance, maka pemikiran religious akan lebih mengarah pada pemikiran 

yang rasional filosofis dalam tataran ideal mengarah pada ius constituendum 

atau hukum yang seharusnya menurut dunia idea atau hukum yang akan 

datang atau the law as what ought to be. Dalam perjalanan kehidupan hukum 

di Eropa Barat, konsep tersebut di atas dipositivisasi kembali sebagai asas–

asas moral melalui suatu proses pembentukan produk hukum dalam ius 

constitutum atau hukum positif atau the law as what it is in the book(s). 

Dalam pemikiran rasional, maka asas kebenaran moral melalui 

positivisasi telah dibentuk dan terwujud dalam legitimasi juridis yang ada 
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dalam perundang-undangan. Hukum yang awalnya bernuansa religious dan 

ditafsirkan oleh kaum agamawan bergeser menjadi pekerjaan profesional oleh 

kaum jurist. Dalam konteks faktuil, asas-asas moral tidak hanya ditemui dalam 

hukum UU, melainkan juga hidup dalam masyarakat yang dikenal dengan ‘the 

living law’.  

Asas ini memuat kearifan yang bisa saja berbeda atau mungkin sama 

dengan yang ada secara in abstracto dalam peraturan perundangundangan. 

Asas moral dalam dunia empirik memuat suatu nilai-nilai moralitas yang 

memang belum tentu terlegitimasi oleh lembaga hukum sebagai suatu pranata 

hukum. Namun, eksistensi asas moral yang tumbuh dari hukum yang hidup 

dalam masyarakat ini tetap diakui dan didukung oleh masyarakat bahkan 

sebagai suatu ‘the public face of justice’, sekalipun mungkin tidak ada 

kesepadanannya dalam ketentuan yang dibuat oleh kaum jurist.. 

Namun memang, perkembangan moral dalam hukum mengalami suatu 

pergumulan, manakala hukum yang dibuat jurist sebagai hukum yang berbeda 

dituliskan yakni frasa hukum dan frasa keadilan. Dalam konteks ini tentu ada 

pemahaman bahwa bisa saja terjadi diskrepansi antara hukum yang dalam 

konsep legistis dimaknai peraturan perundang-undangan atau sebutan lex dan 

keadilan yang lebih bermuatan ius. 

Hukum (ius/law) tidaklah sama dengan UU atau peraturan (lex/laws). 

Bagi penganut positivisme maka hukum disamaartikan dengan peraturan. 

Tetapi hukum bukanlah sekedar peraturan. Dalam hal ini, pandangan Roscoe 

Pound dapat menjadi acuan.  

Menurut Pound: ‘Law is a body of ideals, principles and precepts for the 

adjustment of the relations of human beings and the ordering of their conduct 

in society. Law seeks to guide decision as laws seek to constrain action. Law 

is needed to achieve and maintain justice. Laws are needed to keep the peace 

to maintain order. Law is experience developed by reason and corrected by 

further experience. Its immediate task is the administration of justice; the 

attainment of full and justice to all. The task of laws is one of policing, of 

maintaning surface of order.’26  

 
26 Rouscoe Pound, Law Finding Through Experience and Reason (1st edn, Georgia 

University Press 1960) 1-2. 
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Kesalahan dari positivisme menurut Scholten bahwa ia sebagai material 

hanya melihat UU, peraturanperaturan. Ia melupakan bahwa di belakang 

bahan-bahan positif ini terdapat sesuatu yang lain, yang juga demikian 

pentingnya, bahwa hukum adalah bagian dari kehidupan spiritual(rohaniah, 

kejiwaan) manusia, individual dan dalam kebersamaan.27  

Dengan demikian, sebagai interpreter of law, maka hakim akan 

melakukan interpretasi hukum, bukan hanya menjadi sekedar corong 

perundang-undangan. Inilah sebabnya maka irah-irah yang dituliskan dalam 

kepala putusan bukanlah ‘Demi Keadilan berdasarkan UU’, namun 

bertuliskan ‘Demi Keadilan berdasaran Ketuhanan Yang Maha Esa’. Bahkan 

dituliskan jika irah-irah ‘Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa’ tidak dicantumkan dalam putusan, maka putusan itu akan berakibat 

putusan menjadi batal demi hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 197 

ayat (2) KUHAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 H.M. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah ‘Putusan Hakim: Menuju 

Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum (2013) 2 (2) Jurnal Yustisia 

101, 107. 
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